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ABSTRAK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya
dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan
wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008. Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam proses
implementasinya, baik kendala teknis maupun umum sendiri. Saran dari pada
hasil penelitian ini adalah untuk dilakukan penambahan staf / sumber daya
manusia di bidang IT, Penambahan ruangan tersendiri untuk aktivitas dan
penyimpanan data bagi PPID Pembantu. dan membuat bank data yang telah
divalidasi oleh pejabat OPD yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan
setiap waktu. Selain itu PPID Kota Semarang diharapkan membekali bimbingan
teknis bagi PPID Pembantu, mengingat lambannya distribusi informasi pada tiap-

tiap bidang dinas selaku PPID Pembantu

Kata Kunci : Keterbukaan, Informasi Publik, PPID, Kota Semarang.
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ABSTRACT

The right to obtain information is a human right and public information disclosure
is one of the important characteristics of a democratic country that upholds the
sovereignty of the people to realize a good state administration. Openness of
information is a means of optimizing public supervision of state administration
and other public bodies and everything that results in public interest as mandated
in Law No. 14 of 2008. The research methods used in writing this essay are
qualitative research methods. The data source in this study uses primary data and
secondary data. The data collection techniques used were document studies, and
direct interviews. The results showed that the role of the Information and
Documentation Management Officer (PPID) in realizing public information
disclosure in Semarang City was in accordance with Law Number 14 of 2008.
Nevertheless problems were still found in the process of implementation, both
technical and general constraints themselves. Suggestions from the results of this
study are to add staff / human resources in the field of IT, Add a separate room for
activity and data storage for Assistant PPID. and create a data bank that has been
validated by OPD officials in charge so that information can be presented at all
times. In addition, the Semarang City PPID is expected to provide technical
guidance for Assistant PPID, given the slow distribution of information in each

field of service as the Assistant PPID

Keywords : Openness, Public Information, PPID, Semarang City



